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PUTUSAN
Nomor 2409/Pdt.G/2020/PA.Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan
putusan perkara permohonan cerai talak antara :

PEMOHON, Tempat, tanggal lahir : Tuban, 19 April 1986 / umur 34 tahun,
agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Xxxxx Xxxxxx, tempat
tinggal di KABUPATEN TUBAN, selanjutnya disebut sebagai
Pemohon ;

Melawan :

TERMOHON, Tempat, tanggal lahir : Tuban, 13 Oktober 1991 / umur 29 tahun,
agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Baby Sister, tempat
tinggal di KABUPATEN TUBAN, selanjutnya disebut sebagai

Termohon ;
Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini;
Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Nopember

2020 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang

didaftarkan di  Kepaniteraan  Pengadilan Agama Tuban, Nomor

2409/Pdt.G/2020/PA.Tbn., tanggal 26 Nopember 2020 dengan dalil-dalil
sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 11 Agustus 2020, Pemohon dengan Termohon
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXxxX (Kutipan Akta
Nikah Nomor : 0175/025/V111/2020 tanggal 11 Agustus 2020);
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2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal
dirumah orangtua Termohon selama 1 minggu kemudian tinggal dirumah
majikan Termohon di Sidoarjo selama kuramg lebih 3 bulan.;

3. Bahwa,Selama pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon belum
pernah rukun dan tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri
(gobladukhul), karena Termohon menolak melakukan hubungan suami isteri.
Termohon menolak karena Termohon tidak sepenuh hati mencintai
Termohon bahkan Pemohon sering melihat Termohon chating mesra
dengan laki-laki lain ;

4. Bahwa atas kejadian tersebut sehingga sejak Oktober 2020 Pemohon dan
Termohon meninggalkan rumah majikan Termohon dan masing-masing
tinggal dirumah orangtuanya yang beralamatkan tersebut diatas;

5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon sangat menderita lahir
batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga
bersama Termohon; dan karenanya Pemohon memohon mengajukan
permohonan ini.;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini.;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

- Mengabulkan permohonan Pemohon.;

- Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak
satu Ba'in terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan
Agama Tuban.;

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.;

SUBSIDER :

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir
sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai

wakil / kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor
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2409/Pdt.G/2020/PA.Tbn., tanggal 04 Desember 2020 dan tanggal 11
Desember 2020, yang dibacakan di dalam sidang ia telah dipanggil secara
resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan
oleh sesuatu halangan yang sabh;

Bahwa, oleh karena pihak Termohon tidak datang di persidangan, maka
perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, namun selama persidangan
berlangsung Majelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon berdamai dan

kembali rukun sebagai suami isteri bersama Termohon, akan tetapi upaya
tersebut tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan dilanjutkan dan sidang dinyatakan tertutup untuk
umum oleh Ketua Majelis, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon
yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah

mengajukan alat-alat bukti berupa :
A. Surat :

a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor
Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXX, Nomor
0175/025/VIII/2020, tanggal 11 Agustus 2020 Bukti tersebut bermeterai
cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh
Ketua Majelis diberi tanda P.1.;

b. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon, Nomor : 6472051904860005
yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
XXXXXXXXX XXXXX, tanggal 15 Maret 2019 Bukti tersebut bermeterai cukup.
Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua
Majelis diberi tanda P.2.;

B. Saksi:

Saksi | : SAKSI 1, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Xxx XXXXX XXXXXX,
tempat kediaman di Dusun xxxxxxxx, Kecamatan Kenduruan, XXXxXXXXXX XXXXX;,
didalam sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang
pokoknya adalah sebagai berikut :
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- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah
Adik kandung Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mengajukan menghadap
dipersidangan dan mengajukan permohonan untuk mentalak Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri sah, namun
sejak menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun sebagaimana
layaknya suami isteri yang disebabkan karena menurut cerita Pemohon
kepada saksi, Termohon menolak diajak hubungan suami istri. ;

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat
tinggal selama 1 bulan dan selama itu mereka tidak ada hubungan baik
lahir maupun bathin;

- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan
Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Saksi Il : SOQIBUL NA’'IM BIN MUHARI, umur 21 tahun, agama Islam,

pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Dusun Soko, RT.01, RW.02, Desa

Sokogrenjeng, Kecamatan Kenduruan, XXxxXxXxxxx xxxxx;, didalam sidang saksi

memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pokoknya adalah sebagai

berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah
Adik ipar Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mengajukan menghadap
dipersidangan dan mengajukan permohonan untuk mentalak Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami — istri
sah, namun sejak menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun
sebagaimana layaknya suami isteri yang disebabkan karena sejak awal
menikah Termohon tidak mencintai Pemohon.;

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat
tinggal selama 1 bulan dan selama itu mereka tidak ada hubungan baik
lahir maupun bathin;

- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan

Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
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Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan dan mohon
putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk
kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan
perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan, Pemohon adalah
seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari peridangan yang telah ditetapkan
Pemohon datang, sedangkan Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan
patut, tidak datang menghadap dimuka sidang dan pula tidak ternyata bahwa
tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sabh;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut
akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan
permohonan cerai talak tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 125 HIR, maka putusan atas
perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Pemohon (verstek), hal tersebut
relevant dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits Mu'inul Hukkam halaman 96:

tUkei qU°E uad DJ¢ gnO svpnTpU~ b°I2 sY qU°2 seU~ &el34 sY
Artinya : " Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam,
kemudian ia tidak memghadap maka termasuk orang yang dlalim,

dan gugurlah haknya".;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati
Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, sesuai
ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,
tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto
Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia, Nomor 01 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah
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menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai
wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,
Pemohon di sidang mengajukan alat bukti berupa surat-surat yakni P.1 dan P.2
yang semua telah dicocokan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan
telah di nazegeln, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai dan Pasal 1888
KUH Perdata, bukti-bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan
sepanjang ada relevansinya dengan perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta
Nikah Pemohon, yang merupakan akta otentik yang tidak terbantah
kebenarannya oleh bukti lainnya, terbukti Pemohon dan Termohon adalah
suami istri sah, untuk mengajukan cerai gugat perkara a quo, maka
berdasarkan Pasal 49 ayat ( 1 ) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
maka perkara a quo menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda
Penduduk atas nama Pemohon, yang merupakan akta otentik yang tidak
terbantah kebenarannya oleh bukti lainnya, terbukti Pemohon berdomisili di
wilayah hukum yang termasuk dalam yurisidiksi Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2)
Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan
keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo adalah perkara perceraian
dengan alasan Pasal 19 huruf ( f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar
keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak
sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang
untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi
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seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil
saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi
berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevant dengan pokok
perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena
itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi
syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo.
Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum
Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalii Pemohon yang dihubungkan
dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum
sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan tersebut
diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan Fakta dalam persidangan /
terbukti yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasar bukti (P1) Pemohon dan Termohon terikat dalam
perkawinan yang sabh;

- Bahwa sejak menikah Pemohon dan Termohon belum pernah
melakukan hubungan suami istri (Qobla dukhul) karena Termohon
menolak melakukan hubungan suami isteri. Termohon menolak karena
Termohon tidak sepenuh hati mencintai Termohon bahkan Pemohon
sering melihat Termohon chating mesra dengan laki-laki lain;

- Bahwa sejak Oktober 2020 antara Pemohon dengan Termohon telah
pisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah 1 minggu, dan selama
berpisah tersebut tidak ada hubungan lahir dan bathin, tanpa ada
komunikasi lagi, serta tidak ada harapan dapat rukun kembali;

- Bahwa Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka telah terbukti
rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, serta
tidak akan mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1
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Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juncto Al-Qur'an, Surat Ar-Rum ayat 21.
Oleh karena itu, rumah tangga seperti itu, telah terbukti pecah dan sulit untuk
dipersatukan kembali, sehingga telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam;

Menimbang, bahwa halmana bersesuaian dengan Yurisprodensi tetap
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22
Agustus 1991, bahwa Majelis Hakim dituntut untuk melihat kenyataan apakah
dalam suatu rumah tangga masih bisa dipertahankan ataukah sudah benar-
benar pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi; tanpa melihat siapa yang
menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah
dalam Al Qur'an surat Al Bagarah ayat 227 yang berbunyi:

qcUl icYA tOU™ a°0 @ zcU™ "aYAl & "3

Artinya :“Dan jika mereka (para suami) itu telah ber’azam (berketetapan hati)

untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha
Mengetahui”;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Pemohon telah
dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, dan  permohonan
Pemohon tidak melawan hukum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan
permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk
mengucapkan lkrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Tuban setelah
Putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam,
Pasal 131, ayat (2) dan (3);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada
Pemohon;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang
Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
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Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil

syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.
MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap sidang, tidak hadir;

Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak
satu ba'in Sughro terhadap Termohon (TERMOHON ) di depan sidang
Pengadilan Agama Tuban;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp.567.500,00 (Lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus
rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari
Selasa tanggal 15 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30
Rabiulakhir 1442 Hijriyah, oleh kami Drs.H.ABD.ADHIM,MH., sebagai Ketua
Majelis, Drs. H. HAMDAN, SH., dan Dra.HJ.UMMU LAILA,M.HI., masing-
masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 30 Rabiulakhir 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis
dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu IMAM
NURHIDAYAT,SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon
tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs.H.ABD.ADHIM,MH
Hakim Anggota | Hakim Anggota

Drs. H. HAMDAN, SH Dra.HJ.UMMU LAILA,MHI

Panitera Pengganti
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IMAM NURHIDAYAT,SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran :Rp 30.000,00
2. Biaya proses :Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 450.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan | : Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi :Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai :Rp__6.000,00

Jumlah Rp.567.500,00

(Lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
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